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SIDANG PERKARA SPJ FIKTIF

Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Yusafni
Padang, Singgalang

Majelis hakim Pengadilan
Tipikor Padang menolak eksePsi
Yusafni, terdakwa dugaan ko-
rupsi di Dinas Prasarana Jalan
Tata Ruang dan Pemukiman
(Prasjaltarkim) Sumbar dengan
modus SPJ fiktif.

Hakim ketua, lrman Munir
dalam putusan selanYa kemarin
menyatakan, dakwaan jaksa
penuntut umum (JPU) telah
memenuhi syarat materil mau-
pun formil. Untuk itu sidang
tersebut akan dilanjutkan kePa-'

da pokok materi.
"Menolak semua eksepsi dari

penasihat hukum terdakwa.
Denga.n demikian kita aka.n

masuk ke dalam pokok Perkara,"
katanya didampingi hakim ang-
gota Emria dan PerrY Desma-
rera.

Hakim juga memerintahkan
kepada jaksa untuk mengha-
dirkan saksi dan alat bukti ke
persidangan. "Diperintahkan ke-
pada jaksa agar.menghadirkan
saksi serta alat bukti ke Persi-
dangan, demi pembuktian da-
Iam perkara ini," lanjutnYa.

JPU Erianto mengatakan,
pihaknya telah memilah bebe-
rapa saksi yang akan dihadirkan
pada sidang berikutnYa.

Tidak semua saksi Yang
terdapat dalam berkas Perkara
;,ang akan dihadirkan- "Kita

akan panggil"lima saksi Pada
sidang berikutnya Senin (5/2)
mendatang," ujar Erianto.

SebelumnyaYusafni didakwa
selama menjadi Kuasa Peng-
guna Anggaran (KPA) Pada
2012, Eerta Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) Pada
.2013 sampat20'16, telah meru-
gikan keuangan negara sebesar

Rp62,5 miliar.
Jumlah tersebut diPerkuat

hasil pemeriksaan Yang dike-
luarkan Badan Pemeriksa Keua-

ngan (BPK). Atas Perbuatannya
Yusafni dijeral dakwaan Primer
Pasal 2 Undang-undang 31

tahun 1999 tentang Pembe-
rantasan Tin'Jrk Pi.lana Korunsi.

subsider Pasal 3 Undang-un-
dang yang sama, dan dakwaan
kedua Pasal 3 Undang-undang
Nomor 8 tahun 2010 tentAng
Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mendrut tim JPU, Yusafni
selaku KPA tahun 2012 dan
selaku PPTK Pada 2013 hingga
2016 bersama-sama dengan
Suprapto sebagai kePala dinas
melakukan perbuatan hukum
memperkaya diri sendiri atau
orang lain secara melawan
hukum dalam kegiatan Penga-
daaan tanah beruPa 'Pemba-
yaran ganti rugi tanah, bangu-
nan dan lanaman kePada ma-
sya,rakat. {406)


